
“Mereka biasa 
menyebutnya 

Operasi Senyum.”

LAMPUNG — Perusahaan perkebun-
an sawit yang disebut-sebut ter-
sangkut kasus pembantaian warga
Kabupaten Mesuji, Lampung, PT
Silva Inhutani, mengakui membe-
rikan honor kepada polisi. Aparat
keamanan ini sebelumnya ditu-
ding terlibat dalam bentrokan an-
tara warga Mesuji dan perusahaan
perkebunan.

Menurut juru bicara PT Silva,
Ahmad Safari, fulus itu diberikan
setiap hari selepas mereka bertu-
gas menjaga perusahaan. ”Honor

itu di luar makan-minum yang ju-
ga diberikan tiga kali sehari,”ujar
Ahmad kemarin.

Ahmad menilai honor tersebut
wajar. Lagi pula PT Silva meng-
anggap honor itu perlu diberikan
sebagai sarana pendukung bagi
petugas yang melakukan penertib-
an di Register 45, lahan perkebun-
an sawit.”Itu wajar karena mereka
menjaga dan mengamankan aset
negara.”

Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia menemukan seorang petani
tewas akibat bentrokan warga De-
sa Pelita Jaya dan Pekat Raya de-
ngan kelompok pengamanan per-
kebunan di area lahan PT Silva
pada November 2011. Sebelum-
nya, terjadi bentrokan di lahan

lain pada 6 November 2010. Dalam
dua peristiwa itu, dua warga tewas
dan lima orang terluka parah. Pa-
ra korban pada Rabu lalu meng-
adu ke Komisi Hukum DPR.

Ahmad tak ingat total honor
yang diberikan. Alasannya, kata
dia, ”Data nominalnya ada di kan-
tor pusat.” Meski begitu, Dia me-
mastikan para polisi tetap netral
menjalankan tugas dan tak berpi-
hak kepada perusahaan.

Salah seorang pegawai perusa-
haan yang enggan disebutkan
identitasnya mengungkapkan, po-
lisi mendapat jatah Rp 50 ribu se-
tiap kali bertugas. Setidaknya, saat
bertugas ada 10-15 orang. Mereka
terdiri atas anggota Brigade Mobil
Daerah Lampung dan Kepolisian

Resor Tulangbawang. ”Para polisi
biasa menyebut ransum dan uang
saku itu dengan sebutan Operasi
Senyum,”ujarnya.

Pegawai itu juga mengungkap-
kan, selain honor, ada uang ko-
mando sebesar Rp 1 juta yang di-
berikan kepada atasan mereka.Ti-
dak hanya honor, komandan la-
pangan saat meninjau lokasi juga
mendapat fasilitas mobil Terano
dan Isuzu Panther.

Kepala Divisi Humas Mabes
Polri Inspektur Jenderal Saud Us-
man Nasution menyatakan tak ta-
hu-menahu ihwal anggotanya
menerima honor dari PT Silva.
”Saya cek dulu kabar itu,” ujar-
nya. Meski begitu, Saud meminta
agar menunggu hasil tim khusus

dari Mabes Polri yang dikirim ke
Mesuji.

Adapun Kepala Polri Jenderal
Timur Pradopo menjamin netrali-
tas polisi dalam konflik di Mesuji.
Dia menegaskan, keberadaan poli-
si adalah sebagai langkah preven-
tif serta menindak jika terjadi pe-
langgaran. “Saya menjamin tak
ada keberpihakan pada salah satu
pihak. Kami netral,”katanya.

Jenderal Timur juga akan terus
mengevaluasi penempatan satuan
Brimob di lokasi perkebunan ke-
lapa sawit, yang sering kali me-
nuai kontroversi. ”Evaluasi akan
kami lakukan terus-menerus,”
ujarnya.

● NUROCHMAN ARRAZIE | INDRA WIJAYA | 

ANANDA W. TERESIA | MUNAWWAROH | SUKMA

sabtu 40 HALAMAN | RP 3.000 (LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)17 DESEMBER 2011    EDISI NO. 3738/TH. XI

www.tempo.co www.korantempo.com

find out more

Game untuk 
Para Ilmuwan

Warga Desa Sri Tanjung memperlihatkan 
selongsong peluru yang ditemukan di base camp 

Divisi 2, tempat penembakan Rano Karno, 
korban tragedi Mesuji, Lampung, kemarin .
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Gagal Melindungi Perempuan 

P emerkosaan terhadap pedagang sayur di Depok,
Jawa Barat, bukanlah masalah sepele. Ditambah
dengan merajalelanya kejahatan lain, seperti

pembunuhan dan perampokan di angkutan umum,
kasus ini menunjukkan lemahnya negara dalam me-
lindungi rakyat. Pemerintah juga tidak mampu me-
nyediakan fasilitas, termasuk sarana transportasi,
yang nyaman dan aman.

Kewajiban pemerintah menjamin keamanan masya-
rakat itu bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Pada dini-
hari sekalipun, seperti ketika pedagang perempuan itu
diperkosa oleh beberapa lelaki dalam angkutan kota
alias angkot beberapa hari lalu, rakyat harus tetap
terlindungi. Jika tidak mungkin polisi mencegah bera-
gam jenis kejahatan di angkutan umum yang terjadi
setiap saat, semestinya pemerintah menciptakan ang-
kutan yang aman.

Tak hanya diperkosa, perempuan 35 tahun yang me-
numpang angkot M-26 tersebut juga terluka lantaran
mencoba melawan para pelaku. Korban, yang ingin
pergi ke Pasar Kemiri Muka, Depok, itu dibawa ber-
putar-putar dan akhirnya ditinggal begitu saja di ka-
wasan Cibubur, Jakarta Timur.

Kasus pemerkosaan di Depok itu hanya berselang
beberapa bulan dari kejadian serupa di Jakarta Sela-
tan. Korbannya seorang karyawati yang baru pulang
dari kantor. Ia digagahi oleh sopir tembak dan rekan-
nya ketika naik angkot D-02 rute Lebak Bulus-Pon-
dok Labu. Beberapa waktu lalu, seorang perempuan
yang sedang naik angkot menuju Kampung Melayu
juga nekat melompat dari kendaraan lantaran ada ge-
lagat akan diperkosa.

Pejabat pemerintah biasanya akan menyatakan pri-
hatin atas kejadian seperti itu. Lalu, kepolisian meng-
gelar razia untuk menertibkan angkot liar atau yang
menggunakan sopir tembak.Tapi penertiban seperti
ini hanya menciptakan suasana aman untuk sementa-
ra. Bahkan, sekalipun pelaku pemerkosaan tersebut
ditangkap seperti dalam kasus Lebak Bulus, ancaman
jenis kejahatan ini terhadap perempuan tak juga su-
rut.

Semua itu menunjukkan langkah yang dilakukan
pemerintah terlalu kecil dibanding berjuta peluang
kejahatan dalam angkutan umum di Jakarta dan seki-
tarnya. Jangankan menciptakan angkutan umum yang
aman di malam hari, menyediakan angkutan yang la-
yak dan aman untuk siang hari saja pemerintah kewa-
lahan.Tak mengherankan pula, pada siang hari pun,
banyak perempuan menjadi korban pelecehan seksual
saat naik angkutan umum.

Persoalan ini semestinya segera dipecahkan karena
menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pemerintah
daerah DKI Jakarta serta kota-kota di sekitarnya per-
lu menyediakan transportasi yang aman bagi pendu-
duk. Jika masalah ini tak bisa diselesaikan oleh guber-
nur, wali kota, atau bupati, pemerintah pusat perlu tu-
run tangan. Apalagi persoalan ini juga berkaitan de-
ngan kepolisian, yang menjadi penjaga keamanan, dan
Kementerian Perhubungan, yang mengurus sistem
transportasi.

Orang yang mampu tentu bisa menggunakan ken-
daraan pribadi agar terjamin keamanannya. Masalah-
nya, masyarakat biasa pun memerlukan mobilitas se-
tiap saat. Kita juga tidak bisa melarang pedagang pe-
rempuan bepergian naik angkutan umum pada dini-
hari atau karyawati pulang kerja pada malam hari.
Justru kewajiban pemerintahlah melindungi rakyat,
termasuk perempuan, kapan pun dan dalam situasi
apa pun. ●

KUTIPAN
“KPK kali ini berani dan profesional.” 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad,
yang baru dilantik kemarin, percaya bahwa timnya bisa be-
kerja tanpa intervensi.

“Saya diperkosa sopir angkot.”

Komedian Olga Syahputra, mengeluarkan ucapan di se-
buah acara televisi pada Kamis lalu, yang kemudian dila-
porkan ke Komisi Penyiaran Indonesia kemarin. Ucapan itu
dinilai melecehkan korban pemerkosaan.

“Mari selesaikan 
secara hukum.”

JAKARTA — Sejumlah pegiat
lingkungan hidup dan lem-
baga bantuan hukum men-
desak pemerintah mencabut
sementara izin operasional
perusahaan sawit di Mesuji.
Mereka juga mendesak Ba-
dan Pertanahan Nasional
mengevaluasi hak guna usa-
ha perusahaan di sana yang
dianggap bermasalah.

Yayasan Lembaga Bantu-
an Hukum Indonesia menilai
perusahaan perkebunan di
sana lebih berkontribusi ke-
pada kekerasan terhadap
warga sipil ketimbang kese-
jahteraan. ”Seharusnya per-
usahaan itu segera dicabut
hak izin dan usahanya,” ujar
Direktur Advokasi YLBHI
Kadir Wokanubun di kantor-
nya kemarin.

Sejumlah warga desa di
Mesuji, Lampung, mengadu
ke Komisi Hukum Dewan
Perwakilan Rakyat pada Ra-
bu lalu. Mereka mengadukan
adanya pembantaian warga
di area lahan perkebunan sa-
wit di Kabupaten Mesuji,
Lampung, dan Ogan Kome-
ring Ilir, Sumatera Selatan.

Menurut YLBHI, ada tiga
kasus kekerasan yang terjadi
di Mesuji. Pertama, kasus pe-
ngelolaan lahan di kawasan
Hutan Tanaman Industri Re-
gister 45 Way Buaya di lahan
PT Silva Inhutani. Kedua,
sengketa tanah lahan sawit
seluas 1.533 hektare antara
warga Desa Sei Sodong dan
PT SWA. Ketiga, kasus seng-
keta lahan sawit seluas 17 ri-
bu hektare warga Desa

Sritanjung,Kagungan Dalam,
dan Nipah Kuning, dengan
PT BSMI. Konflik tersebut
menewaskan sejumlah orang.

Dari ketiga kasus itu, Di-
rektur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Berry
Nahdian Furqon mengatakan
pemicu konflik adalah kare-
na pihak perusahaan sawit
telah merampas dan mengua-
sai tanah warga dalam waktu
yang lama, sekitar 10-17 ta-
hun. Sementara itu, warga
yang memiliki tanah tersebut
tak jua menuai manfaat.

Kadir menambahkan, per-
usahaan perkebunan sawit
bertindak atas dasar Un-
dang-Undang Perkebunan
Nomor 18 Tahun 2004. Iro-
nisnya, menurut dia, undang-
undang itu memberi legalitas
kuat kepada perusahaan per-
kebunan untuk mengambil
tanah-tanah yang dikuasai

rakyat. “Pasal-pasal dalam
undang-undang itu memberi
ruang pada perusahaan per-
kebunan untuk melakukan
tindakan kekerasan dan kri-
minalisasi terhadap petani,”
ujarnya.

Menanggapi desakan itu,
juru bicara PT Silva, Ahmad
Safari, mengaku heran per-
usahaannya dituding me-
langgar hak asasi. Dia justru
menuding para perambah
atau warga itu yang meram-
pas dan menebangi pohon
yang mereka tanam. ”Kami
memiliki hak pengusahaan
hutan secara sah dan sesuai
prosedur. Mari selesaikan se-
cara hukum, jangan asal tu-
duh,”katanya.

Adapun Direktur Penyidik-
an dan Pengamanan Hutan
Kementerian Kehutanan,Raf-
fles B. Panjaitan, mengatakan
perusahaan tersebut menda-

pat izin hak tanaman industri
seluas 43 ribu hektare.Namun
masyarakat tetap meminta
Kementerian melepaskan ka-
wasan konsesi perusahaan un-
tuk menjadi milik masyara-
kat. Kementerian tetap meno-
laknya.“Kalau kami lepas, bi-
sa jadi preseden buruk. Ma-
syarakat di daerah lain bakal
minta pelepasan kawasan hu-
tan juga,”kata Raffles.

Walhasil, kementerian
memberi solusi, yakni mena-
warkan kawasan hutan ter-
sebut menjadi hutan ta-
naman rakyat dan kawasan
enclave. Artinya, masyarakat
boleh tinggal, memanfaatkan
hutan, sambil menjaga keles-
tarian hutan seluas 149,1
hektare. ”Tapi tawaran ini
ditolak mentah-mentah oleh
warga,”ujarnya.
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T ak mudah bagi Lina,
warga Desa Sungai So-
dong, Kecamatan Me-

suji, Kabupaten Ogan Ko-
mering Ilir, Sumatera Sela-
tan, untuk mengingat peris-
tiwa berdarah 21 April lalu.
Peristiwa itu tak hanya
membuat ia kehilangan
sang suami, Saktu Macan,
penopang hidup keluarga-
nya.Yang lebih miris, ia ke-
rap bingung saat menjawab
pertanyaan anaknya yang
bertanya di mana sang
ayah.

Bukan itu saja yang
membuatnya sedih. Kema-
tian Saktu, 22 tahun, begitu
memilukan. Saktu meng-
alami luka bacok di bagian
belakang badannya.Teli-
nganya nyaris putus dan

ada luka menganga di bagi-
an kepala. Rekan sang sua-
mi, Indra Syafei, lebih pa-
rah lagi. Ia tewas dengan
leher nyaris putus dan ter-
dapat lubang di bagian da-
da tembus ke belakang.

“Sudahlah, lupakan saja.
Buat apa dibahas lagi,”ujar
perempuan 20 tahun itu
sembari memeluk dua buah
hatinya, Sakli, 4 tahun, dan
Sepii, 1 tahun, saat ditemui
Tempo di kolong rumah
panggung miliknya, yang
merupakan hasil usahanya
bersama sang suami.Tapi ia
akhirnya mau berbagi ceri-
ta.

Kamis pagi itu, kata Li-
na, Saktu pamit untuk
membeli pembasmi rumput
di Pasar Unit III, yang ber-

jarak sekitar 10 kilometer
dari Desa Sungai Sodong.
Ia berboncengan naik sepe-
da motor dengan Syafei. Ia
mengaku tak punya firasat
apa-apa hari itu. Betapa
kagetnya Lina ketika seki-
tar pukul 11 siang datang
kabar dari kepala desa
bahwa suaminya, bersama
Syafei, tewas dan ditemu-
kan di pinggir jalan poros
kebun sawit Desa Sungai
Sodong.

Ia menyebutkan, suami-
nya dibunuh pengamanan
swasta bayaran. Ia meng-
aku tabah menerima kenya-
taan pahit tersebut.“Itulah
takdir Ilahi. Perginya sehat,
pulangnya sudah jadi ma-
yat,”kata Lina, sembari
mendekap erat foto perni-

kahan mereka pada 2006
silam.

Untuk menghidupi kedua
anaknya, kini Lina membu-
ka usaha menjual jajanan
anak-anak di rumahnya. Ia
merasa tak ada pekerjaan
lain yang dapat ia jalani.
“Tak ada yang ditinggal al-
marhum,”katanya sembari
menunjuk sepeda motor
Honda yang digunakan
Saktu pada hari nahas itu.

Tapi yang cukup memu-
singkan Lina adalah bagai-
mana menjawab pertanya-
an sang anak soal orang
tuanya. Sepii, yang saat pe-
ristiwa tragis itu baru bela-
jar merangkak, kerap ber-
tanya,“Aba ngapo lum ba-
lik (Kenapa ayah belum pu-
lang?)”● PARLIZA HENDRAWAN | MANAN

Izin Usaha Sawit di Mesuji
Didesak Dicabut

Pergi Sehat, Pulang Jadi Mayat

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto (kanan) di-
dampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memberikan kete-
rangan pers soal penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Mesuji di Kantor
Kepresidenan, Jakarta, kemarin.  

Kasus
Mesuji

TONY HARTAWAN (TEMPO)
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JAKARTA — Ketua Tim Ga-
bungan Pencari Fakta Mesuji,
Denny Indrayana, menyata-
kan akan berfokus mengum-
pulkan informasi untuk
mengungkap persoalan dasar
munculnya tragedi Mesuji
hingga mencari pelaku pem-
bantaian.“Siapa yang terlibat,
siapa yang bertanggung ja-
wab, sampai level mana, akan

kami telusuri,” kata Denny di
Istana Negara kemarin.

Tim yang dibentuk oleh
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono itu terdiri atas
unsur Kementerian Koordi-
nator Politik, Hukum, dan
Keamanan; Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia; Kementerian Kehu-
tanan; Kepolisian; Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia;
pemerintah daerah Lam-
pung; pemerintah daerah Su-
matera Selatan; dan tokoh
masyarakat.

Beberapa hal lain yang
akan dikumpulkan datanya
adalah dugaan perebutan la-
han di kawasan tersebut.
“Kemungkinan sengketa la-
han antara pengusaha dan

warga terjadi tidak hanya di
dua provinsi ini (Sumatera
Selatan dan Lampung).”Wa-
kil Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia itu melanjut-
kan,“Jadi kami akan menca-
ri solusi yang terbaik.”

Denny mengatakan penca-
rian data pertama akan ter-
kait dengan tindak pidana pa-
da kasus itu. Karena itu, se-

mua yang terlibat akan dimin-
tai keterangan. “Siapa yang
pertama dimintai keterangan
tergantung strategi pengung-
kapan kasus,”ujarnya.

Denny optimistis kerja tim
selesai dalam beberapa pe-
kan saja. “Sudah ada data
dari Komnas HAM, juga dari
kepolisian dan pemerintah
daerah,”kata dia.

Namun Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan menilai in-
vestigasi kasus Mesuji seba-
iknya dilakukan oleh Komnas
HAM. “Mereka yang punya
mandat,” kata Koordinator
Kontras Haris Azhar di kan-
tornya di Jakarta kemarin.
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Tim Gabungan Akan Ungkap Pelaku Pembantaian

Bermasalah sejak
awal, Inhutani lepas

saham. 
JAKARTA –– PT Silva Inhutani
diketahui mendapat fasilitas
dana reboisasi dari pemerin-
tah untuk membangun hutan
tanaman industri (HTI) di
kawasan Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung.

Direktur Penyidikan dan
Pengamanan Hutan Kemen-
terian Kehutanan, Raffles B.
Panjaitan, kemarin mengata-
kan Silva Inhutani merupa-
kan perusahaan patungan
antara badan usaha milik ne-
gara, Inhutani V, dan PT Silva
Lampung Abadi.

Karena dibentuk dalam
rangka membangun industri
kehutanan, perusahaan yang
mendapat izin konsesi HTI
pada 1997 itu kemudian di-
beri fasilitas dana murah da-
ri dana reboisasi.“Silva mem-
peroleh dana pemerintah da-
ri dana reboisasi,”tuturnya.

Namun Raffles menyata-
kan tidak tahu apakah dana
tersebut sudah dikembalikan
atau belum. Dana reboisasi
adalah dana yang wajib di-
bayarkan oleh perusahaan
pemegang hak pengusahaan
hutan (HPH) karena telah
merambah hutan alam.

Belakangan, demi kelesta-
rian alam, pemerintah me-
ngembangkan konsep HTI.
Perusahaan HTI, karena me-
nanam sendiri hutannya, jus-
tru mendapat pinjaman dana
reboisasi dari pemerintah.

Di luar fasilitas dana re-
boisasi yang belum jelas pe-
ngembaliannya, proyek pe-
ngembangan lahan milik Sil-
va Inhutani ternyata sudah
bermasalah sejak awal. Per-
soalannya, lokasi proyek ber-
ada di area lintas timur, yang
sudah dipenuhi permukiman
penduduk.

Karena itulah, menurut
mantan Direktur Inhutani V
Sutono pada 2002 atau 2003,
Inhutani V melepaskan selu-
ruh sahamnya di Silva Inhuta-
ni yang berjumlah 40 persen
kepada Silva Lampung. “In-
hutani sudah mencium proyek
yang direncanakan tak akan
berkembang,”ujarnya.

Sutono, yang kini menjadi
pejabat di Inhutani I, menje-
laskan kala itu perusahaan
sudah merasa, jika diterus-
kan, proyek ini akan memicu
konflik sosial yang tajam.
Apalagi masalah pembebas-
an lahan juga berbelit-belit.

Mengenai dugaan pem-
bantaian masyarakat Mesuji,
Lampung, Direktur Penyi-
dikan Raffles memperkira-
kan peristiwa itu terjadi lan-
taran masyarakat menyero-
bot lahan Silva dan menjadi-
kannya kebun kelapa sawit.

Silva mendapatkan izin se-
luas 45 ribu hektare. Namun
masyarakat setempat, yang
kebanyakan warga penda-
tang dari daerah lain, berku-
kuh meminta Kementerian
Kehutanan melepas kawasan
konsesi perusahaan untuk
dimiliki masyarakat.

Pada 2010 warga meminta
2.500 hektare lahan dilepas
statusnya dari kawasan kon-
sesi. Merasa keberatan, Ke-
menterian Kehutanan mena-
warkan kepada masyarakat
untuk bisa memanfaatkan
kawasan dengan sistem en-
clave (masyarakat boleh
tinggal di kawasan hutan) se-
luas 149,1 hektare.

Namun masyarakat meno-
lak tawaran tersebut dan te-
tap menginginkan pelepasan
lahan seluas 2.500 hektare.
Akibatnya, kawasan usaha
milik Silva banyak dijadikan
kebun sawit oleh masyara-
kat, yang kemudian diang-
gap sebagai perambah.
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Silva Inhutani
Pakai Dana
Reboisasi
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